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ABSTRAK 

 

EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG 

TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI 

PENGADILAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH SECARA 

ELEKTRONIK  

(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A) 

 

Oleh : 

 

SULISTYA PRIATMA DITA 

NPM. 1902020023 

Seiring dengan perkembangan  teknologi  yang  semakin  maju,  setiap  

lembaga  mempunyai   tantangan   untuk   mengikuti   perkembangan. Mahkamah 

Agung mengeluarkan Peraturan  Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi 

Perkara Dan Persidangan  Di  Pengadilan  Secara  Elektronik dengan  tujuan agar 

pelayanan  di Pengadilan lebih efektif dan efisien.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui anali lsi ls yang tellah di llakukan, dapat 

di l silmpulkan bahwa Elfelkti lvi ltas Ilmplelmelntasi l Pelraturan Mahkamah Agung 

Telntang Admi lni lstrasi l Pelrkara dan Pelrsi ldangan Sengkets Ekonomi Syariah selcara 

Ellelktroni lk di l Pelngadi llan Agama Meltro sudah elfelkti lf hal i lni l dilbukti lkan 

berjalannya penyelesaian sengketa permohonan eksekusi hak tanggungan.  

Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  yuridis empiris dengan 

pendekatan  kualitatif. Penggumpulan data melalui wawancara,  observasi, dan 

documentasi. Hasil  penelitiannya  adalah E-Court  di  Pengadilan  Agama Metro 

sudah efektif. Pihak pengadilan agama sudah disosialisasikan Upaya yang 

dilakukan oleh pengadilan agama metro menggunakan E-court kepada para pihak 

dengan melalui sosialisasi, media complain, website Pengadilan Agama Metro, 

dan menawarkan kepada para pihak yang datang ke kantor pengadilan namun cara 

tersebut belum bisa mengatasi kurangnya penggunaan e-court di Pengadilan 

Agama Metro. . 

Dari Hasil penelitian menunjukan bahwa Efektivitas implementasi PERMA 

tentang Administrasi dan Persidangan Sengketa Ekonomi Syariah secara 

Elektronik di pengadilan Agama Metro sudah efektif dibuktikan dengan 

berjalannya penyelesaian sengketa permohonan eksekusi hak tanggungan. 

PERMA No. 1 Tahun 2019, Administrasi perkara secara elektronik, Persidangan 

secara elektronik, Pengadilan Agama, dan Asas Sedehana, Cepat dan Biaya 

Ringan. Dan merupakan modernisasi Mahkamah Agung. Disamping itu terdapat 

upaya dari pengadilan Metro dalam meningkatkan prsidangan secara elektronik 

yaitu dengan memberikan sosialisasi kepada hakim, panitera dan advokat, serta 

menyediakan pojok e-court. 

 

Kata Kunci: Implementasi, Efektivitas Administrasi dan Persidangan Sengketa 

Ekonomi Syariah Secara Elektronik 
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MOTTO 

 

.”Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu para penegak keadilan karena 

Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap 

suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil, Berlaku adil, karena adil 

itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah 

Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”. 

 

(Q.S Al-Maidah: 3) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Teknologi Informasi semakin berkembang dari waktu ke waktu. 

Perkembangan Teknologi Informasi di Indonesia banyak memberikan dampak 

positif bagi kita, antara lain mudahnya kita dalam memperoleh informasi yang 

kita butuhkan kapanpun dan di manapun kita berada
1
. Sistem Peradilan di 

Indonesia semakin berkembang dan maju seiiring dengan perkembangan 

zaman, era modern mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara dan 

persidangan di pengadilan yang lebih efektif dan efisien. Tidak hanya di 

Indonesia dunia peradilan di berbagai negara telah mengantisifasi dengan 

melakukan terobosan-terobosan dalam mempercepat proses penyelesaian 

sengketa di peradilan dengan menerapkan sistem digitasisasi dalam proses 

peradilan.
2
 

Proses digitalisasi ini mempermudah masyarakat untuk menyelesaikan 

perkara di pengadilan proses ini di sebut dengan e-court dan e-litigasi yang 

mana proses penyelesaian perkaranya tidak perlu datang ke pengadilan 

mempermudah dengan biaya lebih ringan dan lebih cepat. Namun sebelum 

lahirnya e-court dan e-litigasi ini, proses penyelesaian perkara di pengadilan 

memerlukan biaya yang tinggi sehingga para pihak yang berkepentingan 

                                                           
1
 Agung Rachmat Hidayat. Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 

Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik), 2022 : 1-2 
2
 Dr.Drs.H amran suadi,S.H, M.HUM., M.M. pembaharuan hukum acara perdata 

diindonesia “menakar beracara di pengadilan secara elektronik”JAKARTA,KENCANA 2019.hlm 

62 



2 

 

 

 

enggan untuk mengajukan tuntutan mereka pengadilan. 

Pengadilan Agama Metro salah satunya pengadilan yang menerapkan 

proses administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di pengadilan. 

Pengadilan Agama Metro adalah badan peradilan tingkat pertama yang 

merupakan salah satu dibawah naungan mahkamah agung. sistem e-court pada 

bulan mei 2019 Pada awal penggunaan aplikasi e-court ini masih belum 

efektif dalam hal ini menunjukan bahwa, Efektivitas implementasi Peraturan 

Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 Tentang e-court dan e-litigasi di 

pengadilan Agama Metro kendalanya seperti sinyal, padamnya listrik, para 

pihak belum mengerti tentang pendaftaran elektronik. 
3
 

Pada amandemen UUD 1945 yang terjadi 4 kali yang membawa 

perubahan mendasar dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Dalam 

Undang-Undang No 4 tahun 2004 “tentang Kekuasaan Kehakiman”. Asas 

penyelenggaraan kekuasaan kehakiman ini menjadikan kedudukan dan 

mendapatkan perlakuan yang sama setiap masyarakat dalam hukum. 

Undangundang No. 4 Tahun 2004 ini di gantingan undang-undang No. 48 

tahun 2009.
4
 Pasal 2 ayat (4) ,pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 

1989 dan pasal 57 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang 

peradilan agama bahwa peradilan harus dilakukan dengan asas 

sederhana,cepat,dan biaya ringan.
5
 Yang pertama maksud dengan asas 

sederhana dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara pengadilan tidak 

                                                           
3
 Dr. Ahmad Nur, MH, 12 September 2023,Di Pengadilan Agama Kota Metro Kelas 1 A 

4
 Yunizar wahyu tristanto, “tinjauan yuridis penerapan plea bargaining untuk meningkatkan 

efisien peradilan di indonesia” jurnal HAKAM Noverber 2018 
5
 Dr.Drs.H amran suadi, S.H, M.HUM., M.M , Op.cit, hlm 27 
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terbelit-belit. Asas sederhana dalam hukum acara perdata memiliki prosedur 

yang jelas, trasparan dan mudah di pahami oleh seluruh masyarakat. Yang 

kedua asas cepat ialah menunjukan jalannya peradilan bukan hanya jalannya 

peradilan dalam pemeriksaan di dalam persidangan saja, tetapi menyelesaian 

dari berita acara persidangan sampai penandatangi putusan. Yang selalu di 

tunda karena berbagai alasan dari pada pihak berperkara di pengaduilan maka 

cepatnya penyelesaian perkara di pengadilan anak meningkatkan rasa percaya 

masyarakat dalam menyelesaiakan perkaran dan memberikan kesan wibawa 

terhadap peradilan. Yang ketiga asas biaya ringan ialah biaya yang telah di 

tentukan oleh PNBP. Biaya ringan juga di aplikasikan terhadap para pihak 

yang tidak mampu dengan beracara secara prodeo (Cuma-Cuma)
6
.  

Pengadilan adalah suatu tempat bagi masyarakat untuk mencari 

keadilan. Sudah semestinya jika pengadilan melakukan pelayanan kepada 

masyarakat dengan semaksimal mungkin. Semakin berkembangnya zaman 

yang modern maka pengadilan dituntut untuk dapat mengikuti kecanggihan 

teknologi. Teknologi dapat membuat pekerjaan akan lebih cepat, efektif dan 

efisien. Sehingga hal ini sangat membatu untuk masyarakat.
7
 

E-ligitasi adalah aplikasi yang diciptakan untuk membantu proses 

pengadilan secara utuh dan luas mulai dari tahap registrasi perkara, 

pembayaran masalah, hingga proses sidang. Teknologi tersebut diciptakan 

untuk mewujudkan asas cepat, biaya murah, dan sederhana dan sesuai yang 

                                                           
6
 Prof .Dr.sudikmo mertokusomo,S.H. “HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA” 

Yogyakarta, cahaya atma pustaka 2018. Hlml 37 
7
 Agung Rachmat Hidayat. Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 

Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik), 2022 : 1-2 
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diinginkan seluruh penduduk Indonesia dalam berbagai urusan. Hal ini serupa 

juga berlaku dalam dunia persidangan Mahkamah Agung yang juga memilih 

untuk berusaha menghadirkan tiga harapan tersebut. Hal ini dapat berlangsung 

dengan adanya pengoptimalan peranan teknologi informasi yang ada di 

Pengadilan Agama Kota Metro. Dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman.
8
 e-court dan E-litigasi ini membuka lebar dan 

memperluas praktik peradilan di indonesia, serta E-Litigasi ini adalah 

penyempurna PERMA NO.3 Tahun 2018 Tentang administrasi perkara secara 

elektronik (E-COURT). Melalui perma ini masyarakat dengan mudah pencari 

keadilan dapat lebih mudah mengajukan gugatan/permohonan termasuk 

keberatan, perlawanan, intervensi, melakukan pembayaran, menerima 

panggilan sidang, penyampaian jawaban, replik, duplik, kesimpulan, upaya 

hukum, dan dokumen perkara dengan sistem elektronik yang berlaku di 

seluruh pengadilan. Kekuasaan yang dimiliki peradilan dengan ketentuan 

pelaksana persidangan harus berlangsung dengan cepat, biaya murah, dan 

sederhana. Sehingga dengan konsep tersebut maka muncul adanya konsep e-

Court yang dimasukkan dalam perkara persidangan dalam rapat besar dengan 

tema “Sidang Istimewa Mahkamah Agung RI Tahun 2018” 
9
 Pemanfaatan E-

Litigasi ini lebih meluas dan berlaku di semua peradilan tingkat 

pertama,banding, kasasi,maupun penijauan kembali (pk).
10

 Persidangan secara 

                                                           
8
 Mira Ade Widyanti, Penerapan Aplikasi e-Litigasi dalam Perkara Perceraian di 

Pengadilan Agama Kota Blitar dalam Perspektif Maṣlahah Mursalah. 2020 : 3-4 
9
 2019, Ini 7 Kebijakan MA Terkait Penanganan Perkara ... Halaman 2 - hukumonline.com 

10
 Presiden RI. (2019). Pidato Presiden diHadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Pada 

Hari Ulang Tahun Republik Indonesia Yang Ke-74 Tahun 2019. Gedung Majelis 

Permusyawaratan Rakyat RI. 
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elektronik ini mulai dilaksanakan diterapkan di 13 Pengadilan percontohan 

yang mana 6 Pengadilan Negeri, 4 Pengadilan Agama, dan 3 Pengadilan Tata 

Usaha Negara, Pada tahun 2020 barulah seluruh pengadilan di Indonesia di 

wajibkan untuk menerapkan E-Litigasi ini.
11

 

Persidangan secara elektronik (E-litigasi) adalah sejumlah proses  

memeriksa dan mengadili perkara di pengadilan yang dilaksanakan dengan 

dukungan teknologi informasi ruang lingkup dari persidangan secara 

elektronik. Pengetian lain dari E-Litigasi adalah persidangan secara elektronik 

yang mana meminimalisir untuk bertatap muka dan datang ke pengadilan. E-

Litigasi ini secara teknisnya para pihak melakukan beberapa rangakaian acara 

persidangan di dengan laptop atau personal computer-nya sendiri. Adapun 

persidangan secara elektronik ini merupakan suatu rangkaian yang tidak bisa 

di pisahkan dari sistem administrasi perkara dan persidangan di pengadilan 

yang di lakukan secara elektronik. Proses persidangan seacra elektronik ini 

dapat di terapkan dalam beberapa tahapan: 

a. Persidangan untuk tahapan jawab menjawab secara elektronik  

b. Intervensi pihak ketiga secara elektronik  

c. Persidangan untuk tahapan pembuktian secara elektronik  

d. Persidangan untuk tahapan kesimpulan secara elektronik  

e. Persidangan untuk tahapan pembacaan putusan secara elektronik 

f. Upaya hukum secara elektronik. 

Dan untuk melaksanakan tertib administrasi perkara merujuk pada, 

                                                           
11

 E-LITIGASI,REDESAIN PRAKTEK PERADILAN INDONESIA. Mahkamah Agung 

Republik Indonesia 
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mahkamah agung menetapkan pola-pola pembinaan, pengendalian 

administrasi perkara (pola bindalmin) dan SK. KMA No.129 Tahun 2019 

tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan 

Secara Elektronik.
12

 

Pengadilan Agama Metro sudah menerapkan tentang pendaftaran 

administrasi perkara dan persidangan secara elektronik, dalam perkara 

2/Pdt.Eks/2024/PA.Mt yaitu Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan dalam 

hal ini salah masyarakat melaporkan kepada Pt. BPRS Metro Madani karena 

melalaikan hak para masyarakat. Dengan perkara ini dari awal pendaftaran 

sampai dengan persidangan bacaan putusan dan juga sampai selesai kasus 

tersebut. Adapun perkara 3/Pdt.Eks/2024/PA.Mt yaitu sama kasusnya 

permohonan Eksekusi Hak Tanggungan dalam hal ini adanya masyarakat 

yang melaporkan kepada Pt.BPRS Aman Syariah namun kasus ini masih 

berjalan belum sampai tahap selesai. 
13

 

Kelmudahan-kelmudahan dalam belracara melnggunakan el-Li lti lgasi l dapat 

di lni lkmatil olelh masyarakat Meltro yang belrpelrkara di l Pelngadi llan Agama Kota 

Meltro. Karelna belrbagai l pelrkara yang tellah di ldaftarkan di l Pelngadi llan Agama 

akan teltap belrjalan melski lpun keldua bellah pi lhak ti ldak dalam satu telmpat yang 

sama dan ti ldak dapat hadi lr di l muka pelrsi ldangan selcara langsung.  

E-court dan e-litigasi merupakan hal baru dalam sistem peradilan. Yang 

mana badan peradilan harus mengikuti perkembangan zaman, persidangan 

secera elektronik yang belrjalan di l Pelngadi llan Agama Kota Meltro dalam 

                                                           
12

 https://digilib.uinsgd.ac.id/49443/5/5_bab1.pdf 
13

 Restisari P. 02 Juli 2024.Di Pengadilan Agama Kota Metro Kelas 1 A 
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kelmanfaatan dan kelgunaan dari l apli lkasi l telrselbut elfelkti lvi ltas i lmplelmelntasi l 

kelpada masyarakat yang belrpelrkara di l Pelngadi llan Agama Kota Meltro. 

Pelnelli lti lan i lnil juga akan melnggali l lelbi lh dalam melngelnai l pelranan el-Li lgi ltasil 

seljauh mana el-li lti lgasi l dapat di ltelrapkan pada prosels pelradi llan Pelngadi llan 

Agama Kota Meltro. Olelh karelna i ltu, pelnelli lti l melngangkat judul “Efektivitas 

Implemetasi Peraturan Mahkamah Agung Tentang Administrasi Perkara 

Dan Persidangan Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Secara 

Elektronik (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A) ”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Belrdasarkan pelmaparan latar bellakang masalah dilatas maka masalah 

dalam pelnelli lti lan i lni l adalah :  

1. Bagai lmana Elfelkti lvi ltas Pelraturan Mahkamah Agung telntang admi lni lstrasi l 

pelrkara dan pelrsi ldangan sengketa ekonomi syariah mellalui l el-li lti lgasi l ? 

 

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun pelnelli lti lan i lni l belrtujuan untuk  melngeltahui l dan 

melmbelri lkan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana 

Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Tentang Administrasi Perkara 

dan Persidangan Sengketa Ekonomi Syariah melalui e-litigasi  

 

 

 



8 

 

 

 

2. Manfaat Penelitian 

Pelnuli ls belrharap bahwa kelgi latan pelnelli lti lan hukum i lni l akan 

belrmanfaat bagi l pelnuli ls maupun orang lai ln. Adapun kelgunaan yang 

dapat di lpelrolelh dari l pelnuli lsan hukum ilni l antara lai ln: 

a. Selcara Telori lti ls 

Melmbelri lkan sumbangan pelmi lki lran bagi l pelngelmbangan i llmu 

hukum dan systelm pelndi ldi lkan nasi lonal, telrkhusus melngelnail 

Bagai lmanakah Prosels Admilni lstrasi l Pelngajuan Pelrkara selcara 

Ellelktroni lk Di l Pelngadi llan Agama Meltro Kellas 1 A. Selrta Melmpelrkaya 

relfelrelnsi l pelnelli lti lan telntang kaji lan kelbi ljakan melngelnai l pelraturan 

hukum pada umumnya dan si lnkroni lsasi l hukum pada khususnya. 

b. Selcara Prakti ls 

1) Melngelmbangkan daya pelnalaran dan melmbelntuk pola pi lki lr 

di lnami ls pelnelli ltil yang belrhubungan delngan Bagai lmanakah 

Elfelkti lvi ltas Ilmplelmelntasi l Pelraturan Mahkamah Agung Telntang 

Admi lni lstrasi l Pelrkara Dan Pelrsi ldangan Sengketa Ekonomi Syariah 

Di l Pelngadi llan Selcara Ellelktroni lk (Studi l Kasus Di l Pelngadi llan 

Agama Meltro Kellas 1A)  

2) Selbagai l salah satu syarat untuk melmpelrolelh gellar Sarana Hukum 

(S1) Hukum Elkonomi l Syari lah pada Program Ilnsti ltut Agama Ilslam 

Nelgelri l Meltro. 
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D. Kajian Terdahulu yang Relevan 

Cholils Shotul Mali lkah, delngan judul skri lpsi l Ti lnjauan Hukum Ilslam 

Telrhadap Pellaksanaan Silstelm El-Court dil Pelngadi llan Agama Pelkanbaru 

Tahun 2020). Pada skri lpsi l telrselbut di lbahas bagai lmana ti lnjauan hukum Ilslam 

telrhadap pellaksanaan si lstelm el-court di l Pelngadi llan Pelkan Baru Ri lau. 

Pelnelli lti lan ilni l melnggunakan anali lsa data delskri lpti lf kuali ltatilf. Pelrsamaan 

pelnelli lti lan i lni l yai ltu melngelnai l pellaksanaan si lstelm admi lnilstrasi l pelrkara atau 

elcourt. Seldangkan pelrbeldaannya yai ltu melnelli ltil masalah i lmplelmelntasil 

pelraturan Mahkamah Agung selcara kelselluruhan yang telrtuang dalam 

PElRMA Nomor 1 Tahun 2019 telntang admi lni lstrasi l pelrkara dan pelrsi ldangan 

di l pelngadi llan selcara ellelktroni lk di ltilnjau dari l fi lqh si lyasah.
14

 

Pelnelli lti l selbellumnya lelbi lh melngarah telhadap pellaksanaan si lstelm el-

court, pelraturan mahkamah agung selcara kelselluruhan dalam pelrma nomor 1 

tahun 2019 telntang admi lnilstrasi l pelrkara dan pelrsi ldangan selcara elleltronilk 

di ltilnjau dari l fi lqh si lyasah. Pelnelli lti l selkarang lelbi lh melngarah elfelkti lvi ltas 

admi lni lstrasi l dan pelrsi ldangan selcara ellelktroni lk di lpelngadi llan agama mellaluil 

apli lkasi l el-court yang tellah di lteltapkan olelh mahkamah agung.    

Muhamad Amri l Habi lbullah, delngan judul skri lpsi l Ti lnjauan Yuri ldi ls 

Ilmplelmelntasi l Pelndaftaran Pelrkara Pelrdata Selcara Ellelktroni lk Belrdasarkan 

Pelrma Nomor 3 Tahun 2018 di l Pelngadi llan Selcara Ellelktroni lk (Studi l dil 

Pelngadi llan Nelgelri l Pelkalongan). Meltodel pelnelli lti lan yang di lgunakan adalah 

meltodel pelnelli lti lan kuali ltati lf, yang di l lakukan pada tahun 2018. Pada skri lpsil 

                                                           
14

 Mira Ade Widyanti, Penerapan Aplikasi e-Litigasi dalam Perkara Perceraian di 

Pengadilan Agama Kota Blitar dalam Perspektif Maṣlahah Mursalah. 2020 : 9-10 
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telrselbut melmbahas bagai lmana prosels pelndaftaran pelrkara pelrdata selcara 

ellelktroni lk belrdasarkan Pelrma Nomor 3 Tahun 2018 di l Pelngadi llan Nelgelri l 

Pelkalongan. Pelnelli lti lan i lni l melnggunakan anali lsi ls kuali ltati lf. Pelrsamaan 

pelnelli lti lan i lni l yai ltu melngelnai l pelndaftaran pelrkara pelrdata selcara ellelktroni lk dil 

Pelngadi llan Agama. Seldangkan pelrbeldaanya yai ltu Muhamad Amril 

Habi lbullah, delngan judul skri lpsil Ti lnjauan Yuri ldi ls Ilmplelmelntasi l Pelndaftaran 

Pelrkara Pelrdata Selcara Ellelktroni lk Belrdasarkan Pelrma Nomor 3 Tahun 2018 

di l Pelngadi llan Selcara Ellelktroni lk (Studi l di l Pelngadi llan Nelgelri l Pelkalongan). 

Meltodel pelnelli lti lan yang di lgunakan adalah meltodel pelnelli lti lan kuali ltati lf, yang 

di l lakukan pada tahun 2018. Pada skri lpsi l telrselbut melmbahas bagai lmana 

prosels pelndaftaran pelrkara pelrdata selcara ellelktroni lk belrdasarkan Pelrma 

Nomor 3 Tahun 2018 di l Pelngadi llan Nelgelri l Pelkalongan. Pelnelli lti lan i lnil 

melnggunakan anali lsi ls kuali ltati lf. Pelrsamaan pelnelli lti lan ilni l yai ltu melngelnail 

pelndaftaran pelrkara pelrdata selcara ellelktroni lk di l Pelngadi llan Agama. 

Seldangkan pelrbeldaanya yai ltu telrelleltak pada pelraturan yang di ltelli ltil dan ti ldak 

hanya kelpada pelndaftaran pelrkara saja mellai lnkan melncakup pelrsi ldangan 

selcara ellelktroni lk.
15

 

Pelnelli lti l selbellumnya lelbi lh melngarah pada pelrma nomor 3 tahun 2018 

di l pelngadi llan selcara elleltroni lk, dalam pelrbeldaan pada pelraturan yang di ltelli ltil 

dan ti ldak hanya kelpada pelndaftaran pelrkara saja mellai lnkan melncakup 

pelrsi ldangan selcara ellelktroni lk. Pelnelli ltil selkarang lelbi lh melngarah bagai lmana 

pelraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2019 telntang admi lni lstrasi l pelrkara 

                                                           
15

 Yola zulyenni, Penerapan E-court dan Layanan Inovatif Ditjen Badilag Terhadap 

Kesesuaian Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan, 2021 : 12 
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dan pelrsi ldangan selcara ellelktroni lk dan di lpelngadi llan agama masi lng-masi lng 

sudah melnelrapkannya melnggunakan apli lkasi l el-court.  

Mahdalelna, mahasi lswa HKIl Pascasarjana Uni lvelrsi ltas Ilslam Nelgelri l 

Radeln Ilntan Lampung, 2021 dalam judul Telsi lsnya “Elfelkti lvi ltas Hukum 

PElRMA No 1 Tahun 2019 Telntang Admi lni lstrasi l Pelrkara dan Pelrsi ldangan dil 

Pelngadi llan Selcara Ellelktroni lk Dalam Pelrkara Pelrcelrai lan”. Pelnelli lti lan telrselbut 

telrgolong pelnelli lti lan lapangan (fi lelld relselarch). Sumbelr data pri lmelr dan data 

selkundelr belrupa wawancara, dokumelntasi l dan buku atau jurnal telntang topilk 

pelnelli lti lan. Tujuan dari l pelnelli lti lan i lnil untuk melngeltahui l tahap pelrsi ldangan El-

li ltilgasi l dalam pelrkara pelrcelrai lan, untuk melngeltahui l elfelkti lvi ltas dalam 

pelnelrapan PE lRMA Nomor 1 tahun 2019 dalam pelrkara pelrcelrai lan sellai ln i ltu 

untuk melmpellajari l maslahah al-mursalah telrkai lt pelnelrapan PElRMA No 1 

Tahun 2019 dalam pelrkara pelrcelrai lan.
16

 

Pelnelli lti l selbellumnya lelbi lh melngarah melwujudkan pelnyellelsai lan 

pelrkara yang elfelkti lf dan elfi lsi leln dan bagai lmana pelnelrapan pelrkara i lni l mellaluil 

apli lkasi l el-court. Lalu pelnelli lti l selkarang lelbi lh melngarah bagai lmana elfelkti lvi ltas 

telntang admi lni lstrasi l pelrkara dan pelrsi ldangan selcara ellelktroni lk apakah sudah 

selsuai l yang di lteltapkan olelh mahkamah agung. 

Zaki latul Munawaroh, delngan judul skri lpsi l Anali lsi ls Maslahah 

Mursalah Telrhadap Pelnelrapan Apli lkasi l El-Lli lti lgasi l Dalam Pelrkara 

Pelrcelrai lan. (Skri lpsi l, UIlN Sunan Ampell). Pada skri lpsi l telrselbut di lbahas 

bagai lmana pandangan maslahah telrhadap pelnelrapan apli lkasi l El-li lti lgasi l dalam 

                                                           
16

 Agung Rachmat Hidayat. Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 

Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik), 2022 : 9  
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pelrkara pelrcelrai lan. Melnggunakan anali lsi ls delskri lpti lf kualiltati lf delngan pola 

pi lki lr deldukti lf, pelnelli lti lan i lni l dillakukan pada Tahun 2019.
17

 

Pelnelli lti l selbellumnya lelbi lh melngarah bagai lmana pandangan maslahah 

telrhadap pelnelrapan apli lkasi l el-li ltilgasi l dalam pelrkara. Pelnelli lti l selkarang lelbi lh 

melngarah elfelkti lvi ltas admi lnilstrasi l pelrkara dan pelrsi ldangan selcara ellelktroni lk 

mellalui l apli lkasi l el-court di lpelngadi llan agama.  

Pelrsamaan pelnelli lti lan i lni l yai ltu melmbahas melngelnai l pelnelrapan el-

li ltilgasi l atau pelrsi ldangan selcara ellelktroni lk di l Pelngadi llan Agama, seldangkan 

pelrbeldaannya yai ltu telrleltak pada pelnggunaan elfelkti lvi ltas yang di lgunakan 

untuk melngelnai l admi lni lstrasi l pelrkara dan pelrsi ldangan selcara ellelktroni lk dan 

selpelrti l yang telrcantum dalam Pelrma Nomor 1 Tahun 2019 yang melngatur 

telntang admi lni lstrasi l pelrkara dan pelrsi ldangan di l Pelngadi llan selcara ellelktroni lk. 
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Zakiatul 

Munawaroh,http://digilib.uinsa.ac.id/38976/2/Zakiatul%20Munawaroh_C91216135.pdf 



 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

1. Implementasi Dan Efektivitas Hukum 

a. Implementasi Hukum 

Ilmplelmeltasi l i lalah pellaksanaan/pelnelrapan. Seldangkan pe lngelrtilan 

umum ilalah suatu ti lndakan atau pellaksana relcana yang te llah di lsusun 

selcara celmat dan ri lnci l (matang). Melngi lmplelmeltasilkan i lalah tak hanya 

akti lvi ltas, ilmplelmeltasil melupakan suatu kelgi latan yang di lrelncanakan se lrta 

di llaksanakan delngan selri lus juga me lngacu pada norma-norma te lrtelntu 

guna melncapai l tujuan kelgi latan.
1
 

 Pada elra relformasi l status dan keldudukan Pelradi llan Agama selbagai l 

pellaksana kelkuasaan kelhaki lman selmaki ln kokoh. Kondi lsi l telrselbut 

di lharapkan ti ldak lagi l melngundang pelrdelbatan melngelnai l kelhadi lrannya 

dalam si lstelm kelkuasaan kelhaki lman di l Ilndonelsi la karelna bagi l umat Ilslam 

melnjalankan Pelradi llan Agama adalah tanggung jawab dan kelwaji lban 

konsti ltusilonal. Pelradi llan Agama melmi lli lkil keldudukan yang sama delngan 

badan pelradi llan lai lnnya selhi lngga i lndelpelndelnsi l dan kelmandi lri lan 

i lnstiltusi lonalnya dapat melni lngkat, telrmasuk kelpelrcayaan dari l masyarakat 

pelncari l keladi llan. Salah satu ilndi lkator kelpelrcayaan masyarakat pelncaril 

keladi llan adalah ti lngkat kelpuasan masyarakat telrhadap Pelradi llan Agama. 

Hal i lni l seljalan delngan pellayanan yang di lbelri lkan olelh pelradi llan di l 

                                                           
1
 https://perpustakan.pencabudi.ac.id/dl_file/penelitian/20253_2_BAB_II.pdf  
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li lngkungan Pelradi llan Agama yang selmaki ln bai lk, milsalnya putusannya 

sudah dapat di laksels olelh masyarakat mellalui l welbsi ltel relsmi l Pelngadi llan 

Agama. Ilnovasi l pelmbaruan systelm manajelmeln pelrkara unutk melngatasi l 

hambatan dalam pelnye llelngaran admi lni lstrasi l pelradi llan yang belrdasarkan 

asas celpat, seldelrhana, bai laya ri lngan delngan melmanfaakan telknologi l 

i lnformasi l yai ltu El-Court selhi lngga pelncari l keladi llan lelbi lh prakti ls, elfi lsi leln 

dalam melndaftarkan, melmbayar pajar pelrkara sampai l kelpada pelmanggi llan 

pelrsi ldangan dan prosels pelrsi ldangan pelrkara di llaksanan dalam satu 

platform E l-Court.  

Di lawali l delngan telrbi ltnya Pelraturan Mahakamah Agung RIl No 3 

Tahun 2018 telntang Admi lnilstrasi l Pelrkara di l Pelngadi llan Selcara E llelktroni lk 

telrutama dalam pasal 2 melnjadi l landasan dan payung hukum 

pelnye llelanggaraan pelrkara di l Pelngadi llan melnggunaka Telknologi l Ilnformasil 

guna melnci lptakan telrti lb admilni lstrasi l pelrkara yang profelssi lonal, 

transparan, akuntabell elfelkti lf, elfi lsi leln dan modelrn. El-Court selbagai l platfom 

pelngugat, telrgugat, haki lm, pani ltelra, admi lni lstrasi l, jurusi lta yang mana 

melmbelri l pellayanan otomasi l adalah pelndaftaran pelrkara olelh pri lnci lpal, 

pelmbayaran onli lnel, melngi lri lm dokumeln pelrsi ldangan (Relpli lk, Dupli lk, 

Kelsi lmpulan dan jawaban) dan pelmanggi llan selcara onli lnel. El-Court dil 

Pelngadi llan Agama pamelkasan mulai l di lsosi lali lsasi lkan pada akhi lr tahun 

2019 mellalui l bannelr dan langsung kelpada advokat yang belracara dil 

Pelngadi llan Agama Pamelkasan. Delngan harapan dapat melni lngkatkan 

pellayanan kelpada pri lnci lpal karelna selmuanya di llakukan selcara otomati ls 
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selhi lngga melngurangi l i lntelnsi ltas pelrtelmuan pri lnci lpal/advokat delngan pi lhak 

pelngadi llan juga dapat melnghelbat bi laya pelmanggi llan karelna panggi llan 

pi lhak-pi lhak langsung di lki lri lmkan kel Akun El-Court para pi lhak. 

Pelrma Nomor 1 Tahun 2019 tellah banyak melmbelri lkan pelrubahan 

telrhadap prosels belracara di l Pelngadi llan Agama Pamelkasan. PE lRMA i lnil 

melnghadi lrkan admi lni lstrasi l pelrkara dan prosels pelrsi ldangan selcara 

ellelctroni lk. Fi ltur yang di l hadi lrkan olelh apli lkasi l El-Court masi lh telrbatas 

sampai l tahap putusan, bellum ada fi ltur i lkrar talak dan upaya hukum. 

Pelngalaman dalam apli lkasi l SIlPP dan El-Court fi ltur-fi ltur telrselbut delngan 

selndi lri lnya akan muncul mellalui l prosels apdatel apli lkasi l. Di l Pelngadi llan 

Agama sudah telrdapat Pojok El-Court selbagai l sarana pelnunjang El-Court, 

yang belrupa pellayanan telrpadu yang melli lputi l i lnformasi l dan pelngaduan, 

pelndaftaran, pelmbayaran selrta pelnyelrahan produk yang kelmudi lan di lbelri l 

nama Pellayanan Telrpadu Satu Pilntu (PTSP). Kelelmpat layanan i lni l dapat di l 

pelrluas selhi lngga melnampi llkan belbelrapa orang selbagai l peltugas pellayanan. 

Delngan lahi lrnya Pelrma Nomor 1 tahun 2019 dalam melja pellayanan pelrlau 

ada satu bagi lan yang khusus melnangani l El-Court, melja i lni l dilnamakan 

delngan melja El-Court yang melrupakan bagi lan yang tak telrpi lsahkan daril 

PTSP selbagai l belntuk salah satu pellayanan yang melmbantu para pi lhak 

untuk melmpelrgunakan admi lni lstrasi l pelrkara dan pelrsi ldangan selcara 

ellelktroni lk selsauai l keltelntuan umum pada SK.KMA. Nomor 

129/KMA/SKM/VIlIlIl/2019. 
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Kelbelradaan me lja El-Court di lmaksudkan untuk me lmbelri lkan pellayanan 

kelpada masyarakat pe lncaril keladi llan telrutama bagi l melrelka yang be llum 

telrbilasa delngan pelradi llan ellelktronilk, sellama i lni l yang telrbilasa delngan El-

Court adalah advokat se lbagai l pelngguna Telrdaftar selbagai l mana di latur 

dalam pasal 5 PE lRMA Nomor 1 Tahun 2019 me lmbelri lkan pelluang pada 

pelngguna lai ln di lantaranya badan hukum, pe lrselorangan, kuasa i lnsi ldelnti ll, 

pelngacara nelgara, untuk belracara di l pelngadi llan selcara ellelktronilk.
2
  

b. Efektivitas Hukum 

Belrdasarkan KBBIl (Kamus Belsar Bahasa Ilndonelsi la) E lfelkti lvi ltas 

sama selpelrti l kelelfelkti lfan yang melmi lli lki l arti l keladaan belrpelngaruh, 

kelmanjuran, kelbelrhasi llan telntang usaha dan ti lndakan, akan belrlakunya 

telntang undang-undang, dan pelraturan. Kelmudi lan elfelkti lvi ltas hukum dari l 

selgi l bahasa dapat di larti lkan delngan kelbelrhasi llan dan belrlakunya dari l 

pellaksanaan hukum telrselbut. Melnurut Ahmad Ali l untuk melmahami l elfelk 

dari l elfelkti lvi ltas hukum di ltaati l atau ti ldak di ltaati l yai ltu mellalui l faktor yang 

belrpelngaruh telrhadap elfelkti lvi ltas pada pelraturan melrupakan si lkap 

profelsi lonal selrta opti lmal dari l pellaksanaan olelh pelnelgak hukum yang 

mellaksanakan tugas dan melnjalankan pelraturan i ltu. Melnurut Soelrjono 

Soelkanto telori l elfelkti lvi ltas hukum i lalah selbuah hukum dapat di lkatakan 

elfelkti lp ji lka tellah melmelnuhi l 5 faktor. Adapun belbelrapa faktor yang 

melmpelngaruhi l elfelkti lvi ltas telrselbut antara lai ln:  

                                                           
2
 Sundusiyah, Erie Hariyanto. Implemetasi Peraturan Mahkamah Agung Tentang E-court 

Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Agama Pamekasan. 

2022 :482-483 
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1. Faktor hukumnya selndi lri l Dalam belrlakunya selbuah Undang-Undang, 

telrdapat asas yang melmpunyai l tujuan supaya Undang-Undang bi lsa 

melmbelri lkan dampak bai lk selhilngga dapat melncapai l tujuannya dan 

di lkatakan elfelkti lf. Asas telrselbut di lantaranya: 1) Undang-Undang non-

reltroakti lf. 2) Undang-Undang yang di lbuat pelnguasa melmpunyai l 

kelbelradaan yang lelbi lh ti lnggi l juga. 3) Undang-Undang khusus dapat 

melnelpi lkan Undang-Undang umum ji lka satu pelmbuatnya. 4) Undang-

Undang telrdahulu di lbatalkan olelh Undang-Undang baru. 5) Undang-

Undang ti ldak bi lsa di lganggu gugat. 6) Undang-Undang yai ltu telmpat 

dalam melncapai l kelseljahtelraan spi lri ltual selrta matelri li ll untuk masyarakat 

atau pri lbadi l yang di llakukan mellalui l pellelstari lan ataupun pelmbaharuan 

Belrdasarkan asas di latas melmugki lnkan bahwa pelraturan yang belrlaku 

belrsi lf cukup si lstelmati ls dan si lngkron delngan pelraturan yang 

melndukung.  

2. Faktor pelnelgak hukum Pelnelgak hukum melrupakan pi lhak yang melndilrilkan dan 

melnelrapkan hukum telrselbut. Pelnelgak hokum telrdi lri l dari l kellompok 

yang melmi lli lki l kelmampuan telrtelntu dan selbagai l panutan dalam 

masyarakat, yai ltu dalam bildang di l kelhaki lman, kelpoli lsi lan, keljaksaan, 

kelpelngacaraan dan masyarakat. Pelnelgak hukum di lharuskan untuk bi lsa 

melngatur waktu dan sarana yang telpat untuk melnsosi lali lsasi lkan 

pelraturan yang belrlaku dan dapat melmbelri lkan contoh bai lk.  

3. Faktor sarana atau fasi lli ltas Selsuatu yang melmbantu pelnelgak hukum 

untuk melnelrapkan hukum telrselbut melrupakan arti l dari l sarana dan 
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fasi lli ltas. Kelmudi lan pelngukuran elfelkti lvi ltas hukum pada faktor i lni l 

dapat di lli lhat dari l belbelrapa hal, di lantaranya: 1) Prasarana pelrlu 

di ladakan ji lka bellum ada 2) Prasarana ti ldak layak di lgunakan pelrlu 

untuk di lpelrbai lki l 3) Prasarana pelrlu di ltambah apabi lla kurang lelngkap 

4) Prasarana yang ti ldak belrjalan delngan bai lk pelrlu di llancarkan 

fungsi lnya 5) Prasarana yan melnurun fungsi lnya pelrlu di llakukan 

pelni lngkatan fungsi lnya.  

4. Faktor masyarakat Asal dari l pelnelgak hukum yai ltu dari l masyarakat dan 

melmi llilki l tujuan melncapai l kelseljahtelraan dalam masyarakat. Hukum 

belrlaku dan di ltelrapkan di lsuatu li lngkungan di lselbut faktor masyarakat. Ilndonelsila 

melmi llilki l belragam eltni ls yang hi ldup sali lng belrdampi lngan. Selhi lngga hal 

i lni l dapat melnye lbabkan banyak pelndapat yang belrdelda-belda. 

Masyarakat melngarti lkan hukum dan mellakukan i ldelnti lfi lkasi l belrsama 

delngan peltugas.  

5. Faktor budaya Si lstelm budaya hukum melrupakan yang melnjadi l dasar 

dari l belrlakunya selbuah hukum, bai lk dari l selgi l ni llai l konselpsi l abstrak telntang 

hal yang belrarti l di langgap bai lk maupun buruk. Ni llai l kelbudayaan, 

melmpunyai l harapan agar masyarakat dapat melmi llilki l hubungan ti lmbal 

bali lk antar pelnelgak hukum.
3
 

Kata elfelkti lf belrasal daril bahasa Ilnggrils yai ltu elffelcti lvel yang be lrarti l 

belrhasi ll atau se lsuatu yang di llakukan belrhasi ll delngan bai lk. Kamus i llmi lah 

populelr me lndelfi lni lsi lkan elfelti lvi ltas selbagai l keltelpatan pelnggunaan, hasill 

                                                           
3
 Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 ditinjau dengan teori 

efektivitas Soerjono Soekanto 
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guna atau me lnunjang tujuan. E lfelkti lvi ltas melrupakan unsur pokok untuk 

melncapai l tujuan atau sasaran yang te llah di ltelntukan di l dalam selti lap 

organi lsasi l, kelgi latan ataupun program. Di lselbut elfelkti lf apabi lla te lrcapail 

tujuan ataupun sasaran se lpelrtil yang tellah di ltelntukan. Upaya melngelvaluasil 

jalannya suatu organi lsasi l, dapat di llakukan mellalui l konselp elfelkti lvi ltas. 

Konselp i lni l adalah salah satu faktor untuk me lnelntukan apakah pe lrlu 

di llakukan pelrubahan selcara si lgni lfi lkan telrhadap belntuk dan manaje lmeln 

organi lsasi l atau ti ldak. Dalam hal i lnil, elfelkti lvi ltas melrupakan pelncapai lan 

tujuan organi lsasi l mellalui l pelmanfaatan sumbelr daya yang di lmi llilki l selcara 

elfi lsi leln, di lti lnjau daril si lsi l masukan (i lnput), prosels, maupun kelluaran 

(output). Dalam hal i lnil yang di lmaksud sumbelr daya me lli lputi l keltelrseldi laan 

pelrsonill, sarana dan prasarana se lrta me ltodel dan modell yang di lgunakan. 

Suatu kelgi latan di lkatakan elfi lsi leln apabi lla di lkelrjakan delngan be lnar dan 

selsuai l delngan proseldur, seldangkan di lkatakan elfelkti lf billa kelgi latan te lrselbut 

di llaksanakan delngan belnar dan melmbelri lkan hasi ll yang belrmanfaat.
4
 

 Elfelkti lvi ltas Pellaksaan Belrpelrkara Selcara Ellelktroni lk Dil Pelngadi llan 

Agama Meltro Laju pelrkelmbangan te lknologi l i lnformasil pada akhi lrnya 

melnuntut badan-badan pelradi llan di l belrbagai l nelgara tak telrkelcuali l di l 

Ilndonelsi la untuk me lngadopsi l pelnggunaan te lknologi l i lnformasi l. Bi lla 

selbellumnya pe lngadmi lni lstrasi lan pelrkara di l pelngadi llan di llaksanakan se lcara 

manual selrta melmakan waktu lama dan bi laya ti lnggi l maka pelnggunaan 

telknologi l i lnformasi l belrupaya me lmpelrcelpat, melmpelrmudah dan 

                                                           
4
 http://repository.radenintan.ac.id/3205/3/BAB_II_bismillah.pdf 
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melmpelrmurah bi laya pelngadmi lni lstrasi lan pelrkara. Ildel pelmanfaatan 

telknologi l i lnformasi l untuk melmpelrlancar tugas-tugas pelradi llan te lrselbut 

saat i lni l selmakiln belrkelmbang pelsat me llalui l pelradi llan ellelktronilk (el-court). 

Ilnformasi l di l Pelradi llan yang trasparansi l melrupakan selsuatu yang me lnjadil 

sorotan karelna melngelnai l hal telrselbut masuk dalam kate lgoril hak pelradi llan 

telrselbut.
5
 

c. Peraturan Mahkamah Agung  

Ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 

tentang Mahkamah Agung yang mengatur “Mahkamah Agung dapat 

mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran 

penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup 

diatur dalam undang-undang ini”. Ketentuan ini merupakan refleksi dari 

kewenangan lain yang dimiliki Mahkamah Agung selain mengadili pada 

tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-

undang terhadap undang-undang sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 

24A ayat (1) UUD 1945. 

Ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengatur "salah 

satu jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Mahkamah 

Agung". Pengakuan kewenangan Mahkamah Agung menyusun peraturan 

dipertegas dalam peraturan ini, bahkan kekhususan yang dimiliki 

                                                           
5
 Kaimuddin Kaimuddin.Efektivitas Berperkara Secara Elektronik (E-court) Di Masa 

Pandemi Covid-19 (Studi Pengadilan Agama Polewali Kelas 1B).  
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Mahkamah Agung dibandingkan lembaga negara lainnya adalah konten 

peraturan untuk mengisi kekosongan hukum bagi penyelenggaraan 

peradilan. 

Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur "Pengadilan membantu 

pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan 

untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya 

ringan".
6
 

 Mahkamah Agung melngelluarkan Pelraturan MA Nomor 1 Tahun 

2019 telntang Admi lni lstrasi l Pelrkara dan Pelrsi ldangan di l Pelngadi llan Selcara 

Ellelktroni lk. Delngan pelraturan telrselbut nanti lnya prosels pelradi llan dapat 

di llakukan selcara onli lnel mellalui l apli lkasi lel-Li lti lgasi l. Ilmplelmelntasi l Pelrma 

Nomor 1 Tahun 2019, delngan apli lkasi l el-Li lti lgasi l melrupakan kellanjutan 

dari l el-court yang di lbelrlakukan untuk pelrkara pelrdata,pelrdata agama,tata 

usaha mi lli ltelr,tata usaha nelgara. Pada si lstelm el-court selbellumnya, si lstelm 

ellelktroni lk atau onli lnel hanya di llakukan pada admi lnilstrasi l nelgara atau 

pelndaftaran. si lstelm ellelktroni lk juga ti ldak hanya di lbelrlakukan pada 

pelndaftaran pelrkara, pelmbayaran bi laya pelrkara dan bilaya pelmanggi llan 

teltapi l di lbelrlakukan juga dalam pelrtukaran dokumeln jawab ji lnawab, 

pelmbukti lan, dan pelnyampai lan putusan selcara ellelktroni lk, el-Li lti lgasi l juga 

melmpelrluas cakupan pelngguna data pelradi llan selcara ellelktroni lk. 

Pelmbelrlakuan el-Li lti lgasi l untuk pelrsi ldangan di l ti lngkat pelrtama juga di li lkutil 

                                                           
6
 https://jdih.mahkamahagung.go.id/berita-detail/penerapan-asas-fiksi-hukum-dalam-perma 

https://jdih.mahkamahagung.go.id/berita-detail/penerapan-asas-fiksi-hukum-dalam-perma
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delngan pelmanfaatan el-court untuk upaya hukum bandi lng, kasasi l dan 

pelni lnjauan kelmbali l telrhadap pelrkara yang melnggunakan el-Li lti lgasi l pada 

ti lngkat pelrtama.
7
 

d. Persidangan Elektronik (E-Litigasi) 

Seltellah pelngguna melndapatkan panggillan elleltronilk sellanjutnya 

dillakukan pelrsildangn ellelktronilk. Dalam pelrsildangan ilnil pilhak pelnggugat 

dan telrgugat tellah seltuju mellakukan pelrsildangan ellelktronilk delngan 

melngilsil pelrseltujuan prilnsilpilell maka para pilhak bilsa mellakukan selsuail 

delngan el-summons yang tellah dilkilrilm. Tahap pelrsildangan onlilnel dil 

dalamnya ada belbelrapa kelgilatan yang bilsa dillakukan dil antaranya, 

pelngilrilman dokumeln jawaban, relplilk, duplilk, kelsilmpulan, dan putusan 

atau pelneltapan. Putusan dilsampailkan dalam belntuk ellelktronilk yang bilsa 

dilkeltahuil Pelngadillan dan para pilhak. Keldua bellah pilhak antara pelnggugat 

dan telrgugat atau pelmohon, melnyeltujuil adanya pelrsildangan ellelktronilk. 

Pada el-liltilgasil ilnil acara pelrsildangan selcara ellelktronilk olelh para 

pilhak dilmulail daril acara jawaban, relplilk, duplilk, dan kelsilmpulan. Untuk 

jadwal pelrsildangan sudah telrilntelgrasil delngan tundaan sildang dil SIlPP. 

Dokumeln dilkilrilm seltellah telrdapat tundaan sildang dan diltutup selsuail 

jadwal sildang. Untuk melkanilsmel kontrol (melnelrilma, melmelrilksa, 

melnelruskan) daril selmua dokumeln yang dil uploud para pilhak dillakukan 

olelh Majellils Hakilm/Hakilm, keldua bellah pilhak tildak dapat mellilhat atau 

meln download dokumeln yang dilkilrilm olelh pilhak lawan. 

                                                           
7
 https://pn-telukkuantan.go.id/2019/12/26/perma-no-1-tahun-2019-tentang-administrasi-

perkara-dan-persidangan-di-pengadilan-secara-elektronik/ 
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1. Pelmanggillan Selcara Ellelktronilk Pelmangillan atau pelmbelriltahuan yang 

dil lakasanakan selcara ellelktronilk adalah panggillan yang sah, ssellama 

pelmbelriltahuan atau pelmbelriltahuan diltujukan kelpada alamat domilsillil 

ellelktronilk para pilhak dan dalam telnggang waktu yang diltelntukan olelh 

Undang-Undang. Peltugas yang melngupload panggillan atau 

pelmbelriltahuan kel aplilkasil el-court adalah Jurusilta/Jurusilta Pelnggantil 

yang diltunjuk olelh paniltelra dilkilrilm kel domilsilslil ellelktronilk para pilhak 

yang dilpanggill. Jilka domosillil pilhak yang dilpanggill belrada dil luar 

willayah hukum (yurildilksil) Pelngadillan Agama yang akan mellakukan 

panggillan. Jilka domilsilsil pilhak yang dilpanggill iltu diltelmbuskan kelpada 

Pelngadillan Agama dil telmpat tilnggal para pilhak yang dilpanggill atau 

yang dilbelriltahukan 

2. Pelrsildangan Untuk Tahapan Upaya Damail.  

Sildang pelrtama melnggunakan el-liltilgasil, Keltua Majellils Hakilm 

dan Paniltelra Pelnggantil, melmbuka aplilkasil SIlPP dan aplilkasil el-court 

dildalam ruang sildang Pelngadillan pada haril, tanggal dan jam kelrja 

yang tellah dilteltapkan. Pada sildang pelrtama yang dilhadilril olelh pilhak 

pelnggugat/pelmohon yang dilpanggill selcara ellelktronilk dan pilhak 

telrgugat yang dilpanggill selcara manual, Majellils Hakilm belrupaya 

melndamailkan keldua bellah pilhak yang belrpelrkara. Apabilla upaya 

damail yang dillakukan olelh Majellils Hakilm tildak belrhasill, maka 

Majellils Hakilm melmelrilntahkan para pilhak untuk melnelmpuh prosels 

meldilasil selbagail mana keltelntuan Pelrma Nomor 1 Tahun 2016 telntang 
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proseldur meldilasil dil Pelngadillan. Apabilla meldilasil belrhasill ada dua 

kelmungkilnan pada sildang belrilkutnya apakah dil cabut atau dilputus. 

Delngan adanya akta bandilng (akta pelrdamailan). Delngan delmilkilan 

pelrsildangan keldua nantilnya agelnda (mellaporkan belrhasill). 

3. Pelrsildangan Untuk Tahapan Jawab Melnjawab Selcara Ellelktronilk 

Pelrsildangan belrilkutnya selsuail el-court kalelndelr adalah 

melnelrilma jawaban, sellanjutnya relplilk, belrilkutnya duplilk. Tilga kalil 

pelrsildangan belrturut-turut tildak pelrlu dilhadilril para pilhak. Majellils 

Hakilm melteltapkan sildang dan dilcatat olelh paniltelra pelnggantil delngan 

dilbuatkan belrilta acara delngan tildak dilhadilril olelh para pilhak. Para 

pilhak wajilb melnyampailkan selcara ellelktronilk dokumeln jawaban, 

relplilk, dan duplilk selsuail delngan jadwal yang tellah dilteltapkan. 

Dokumeln yang dilsampailkan harus dalam belntuk format Pdf atau 

rtf/doc (dilanjurkan yang bilsa dileldilt untuk bilsa dilmasukkan dalam 

putusan). Para pilhak yang tildak melngilrilm dokumeln ellelktronilk yang 

selsuail agelnda pelrsildangan yang tellah dilteltapkan, tanpa alasan yang 

sah melnurut hukum, dilanggap tildak melnggunakan haknya, namun 

apabilla dilselrtail alasan yang sah melnurut hukum maka sildang dapat 

diltunda belrilkutnya. 

4. Pelrsildangan Untuk Tahapan Pelmbuktilan Selcara Ellelktronilk  

Pelrsildangan untuk pelmbuktilan dillangsungkan selsuail delngan 

keltelntuan hukum acara yang belrlaku. Para pilhak wajilb melngunggah 

dokumeln buktil surat yang sudah belrmatelrail cukup kel dalam el-court. 
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Aslil dan buktil telrselbut dilpelrilksa dilmuka sildang pada haril dan tanggal 

yang dilteltapkan olelh keltua majellils mellaluil SIlPP. Hal ilnil 

melnunjukkan pada sildang pelmbuktilan para pilhak yang belrsangkutan 

delngan agelnda sildang pada haril iltu, dapat melnghadilril pelrsildangan 

untuk melnunjukkan, buktil aslil yang dilcocokkan delngan buktil surat 

yang tellah dil upload kel dalam el-court. Pelmelrilksaan buktil surat atau 

saksil ahlil, sellailn dillaksanakan dilruang sildang dilhadilril olelh para pilhak 

delngan buktil saksil atau ahlil yang dilhadilrkan, dapat pula dillaksanakan 

selcara ellelktronilk. Cara nya yailtu delngan dillakukan delngan jarak jauh 

delngan melnggunakan ilnfrastruktur Pelngadillan Agama, selmacam 

tellelkonfrelncel delngan lilvel strelmilng atau melnggunakan alat selpelrtil 

commad celntelr. Jilka bagilan ahilr pelmbuktilan dilpelrlukan adanya 

sildang pelmelrilksaan seltelmpat, maka sildang pelmelrilksaan seltelmpat 

dapat dilhadilril olelh para pilhak. Pelneltapan Keltua Majellils dan 

pelmbayaran bilaya untuk sildang pelmelrilksaan diltelmpat dillakukan pada 

saat sildang pelmbuktilan yang dilhadilril olelh para pilhak.  

a) Pelrsildangan Untuk Tahap Kelsilmpulan  

Para pilhak melnyampailkan kelsilmpulan belrupa dokumeln 

ellelktronilk mellauil el-court. Seltellah Majellils Hakilm melnelrilma dan 

melnelliltil dokumeln telrselbut, sellanjutnya mellakukan velrilfilkasil atas 

dokumelntasil mellaluil melnu yang telrseldila pada el-court. Dokumeln 

kelsilmpulan akan telrkilrilm kelpada pilhak lawan, keltilka Keltua 

Majellils melnutup dan melneltapkan tundaan sildang untuk 
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pelmbacaan putusan.  

b) Pelrsildangan Untuk Tahapan Pelmbacaan Putusan Selcara 

Ellelktronilk  

Putusan atau pelnelteltapan dilbacakan atau dilucapkan olelh 

Majellils Hakilm selcara ellelktronilk dalam pelrsildangan yang telrbuka 

untuk umum. Pelngucapan putusan atau pelneltapan mellaluil aplilkasil 

el-court pada jarilngan ilntelrnelt publilk. Pelmbacaan putusan atau 

pelneltapan telrselbut dapat dilhadilril olelh para pilhak yang dapat juga 

tildak dilhadilril olelh para pilhak. Delngan dil uplodnya putusan atau 

pelneltapan telrselbut selcara elleltronilk kelpada para pilhak mellaluil el-

court dalam format Pdf, maka pelmbacaan putusan atau pelneltapan 

yang delmilkilan dilanggap tellah dilhadilril olelh para pilhak dan tellah 

selsuail delngan hukum. Pelnggadillan dapat melmbelrilkan salilnan 

putusan atau pelneltapan bailk dalam belntuk celtak mupun 

ellelktronilk. Pelnelrbiltan salilnan putusan atau pelneltapan telrselbut 

dilkelnail bilaya PNBP yang dapat dilseltorkan mellaluil ellelktronilk. 

Salilnan putusan atau pelneltapan telrselbut diltuangkan dalam 

dokumeln ellelktronilk yang dilbubuhil tanda tangan ellelktronilk 

Paniltelra selsuail delnagn keltelntuan pelraturan Pelrundang-undangan 

melngelnail ilnformasil dan transaksil ellelktronilk. 

c) Upaya Hukum Selcara Ellelktronilk  

Bagil para pilhak yang belrpelrkara selcara ellelktronilk daril awal, 

dapat melngajukan upaya hukum selcara ellelkronilk. Upaya hukum 
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dilajukan dalam tCelnggang waktu yang selsuail delngan keltelntuan 

hukum yang belrlaku. Selmua tahapan pelnanganan telrhadap upaya 

hukum yang dil lakukan selcara ellelktronilk, mellilputil pelnelrbiltan akta 

pelrnyataan upaya hukum, pelmbelriltahuan pelrnyataan 

bandilng/kasasil/PK, pelnyelrahan melmoril Bandilng/ Kasasil/PK, 

pelnyelrahan kontra melmoril Bandilng/ Kasasil/PK, selrta 

pelmbelriltahuan putusan Bandilng/Kasasil/PK, palilng lambat 14 

(elmpat bellas) haril seljak putuan diljatuhkan selcara ellelktronilk.
8
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Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Sifat Penelitian  

1. Jenis Penelitian  

Pelnelli lti lan i lni l melnggunakan jelni ls pelnelli lti lan yuri ldi ls elmpi lri ls, delngan 

tujuan pelnelli ltilan i lni l belrfungsi l untuk melngeltahui l manfaat dan kelgunaan 

selbuah hukum belrkelrja di l dalam masyarakat atau dalam selbuah lelmbaga. 
1
 

Pelnelli lti l melnggunakan pelnelli lti lan kuali ltati lf kelpustakaan (li lbrary relselarch), 

melrupakan pelnelli lti lan kelpustakaan karelna data-data atau bahan-bahan 

yang di lpelrlukan dalam melnyellelsai lkan pelnelli lti lan belrasal dari l buku, 

dokumeln, jurnal dan selbagai lnya yang belrhubungan delngan objelk 

pelrmasalahan yang akan di ltelli ltil. Pelnelli lti lan i lni l belrsi lfat delskri lpti lf anali lti ls, 

yang melngungkapkan pelraturan pelrundang-undangan yang belrkai ltan 

delngan telori l-telori l hukum yang melnjadi l objelk pelnelli lti lan, yai ltu 

pelmbahasan melngelnai l, Pelnellilti lan di llakukan delngan cara wawancara 

selcara langsung melndatangi l kel telmpat pelnelli lti lan untuk melngeltahui l  

jumlah pelnggunaan dalam apli lkasi l el-court yang cukup ti lnggi l dil 

Pelngadi llan Agama Meltro dan tellah mellaksanakan apli lkasi l (el-court) 

pelraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2019 telntang admi lni lstrasi l 

pelrkara dan pelrsi ldangan selcara ellelktroni lk yang tellah di lteltapkan olelh 

mahkamah agung. 

                                                           
1
Agung Rachmat Hidayat.Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 

Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi di 

Pengadilan Agama Trenggalek), 2022: 5 
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B. Sumber Data Penelitian  

2. Data Primer  

Data pri lmelr melrupakan data yang di lpelrolelh mellalui l sumbelr pelrtama 

selcara langsung. Belntuk dari l data pri lmelr yai ltu opi lni l selcara i lndi lvi ldual atau 

belrkellompok, hasi ll pelngamatan telrhadap suatu objelk, pelri lsti lwa atau 

kelgi latan dan hasi ll pelnguji l. 
2
 Sumbelr data i lni l yakni l delngan wawancara 

bapak Zai lnal Abi ldi ln, S.H,M.H selbagai l Pani ltelra hasi ll di lpelrolelh dalam 

pelrkara yang di lajukan mellalui l el-court rata-rata selmua belrhasi ll dari l tahun 

2019 ada 184 pelrkara, tahun 2020 ada 995 pelrkara, tahun 2021 ada 752 

pelrkara, tahun 2022 ada 637 pelrkara, tahun 2023 ada 422 pelrkara, tahun 

2024 ada 99 pelrkara telntang nai lk turunnya jumlah pelrkara yang di ltangangil 

mellalui l apli lkasi l el-court sellama 5 tahun di l Pelngadi llan Agama Meltro.
3
 

3. Data Sekunder  

Data selkundelr yai ltu pelndukung data pri lmelr i ltu selndi lri l. Pada hal i lni l 

belrupa kelpustakaan yang melmbahas selsuai l delngan pelnelli lti lan i lni l. Selpelrtil 

li ltelratur Hukum Acara, welbsi ltel Pelngadi llan, SIlPP, buku-buku yang belri lsil 

telntang melkani lsmel prosels pelrsi ldangan selcara ellelktroni lk dan belbelrapa 

i lnformasi l yang melndukung pelnuli ls dalam pelnelli ltilan i lni l. Data selkundelr 

dapat belrguna untuk melmpelrolelh bukti l maupun objelk yang di ltelli lti l pada 

pelnelli lti lan. 

 

                                                           
2
 Agung Rachat Hidayat, Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 

Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi di 

Pengadilan Agama Trenggalek), 2022 
3
 Zainal Abidin, S.H,M.H, 18 September 2023, Di Pengadilan Agama Kota Metro Kelas 1 
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C. Teknik Pengumpulan Data 

Pelngumpulan data melrupakan tahap yang di lmanfaat  kan untuk 

melmpelrolelh, melndokumelntasi lkan atau melncari l data. Meltodel pelngumpulan 

datanya adalah selbagai l belri lkut:  

1. Wawancara  

Wawancara melrupakan telkni lk melngumpulkan data mellalui l cara 

belrkomuni lkasi l atau melmbelri lkan pelrtanyaan telrhadap i lnformasi l untuk 

melmpelrolelh i lnformasi l data yang di lbutuhkan. Jelni ls  wawancara yang 

di lpelrgunakan pada pelnelli lti lan i lni l mellalui l wawancara dan pelrtanyaan-

pelrtanyaan kelpada Haki lm bagai lmana apli lkasi l el-court telrselbut sudah 

telrlaksanakan delngan bai lk di lpelngadi llan agama kota meltro dan juga sudah 

selsuai l delngan pelraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2019 telntang 

admi lni lstrasi l dan pelrsi ldangan selcara ellelktroni lk.  

2. Observasi  

Obselrvasi l yai ltu pelngumpulan data melnggunakan cara melngamatil 

pelri lsti lwa yang telrjadi l. Telkni lk i lni l belrguna untuk melmahami l pelri llaku 

manusi la, prosels kelrja, dan lai lnnya. Telkni lk elfelkti lvi ltas delngan cara 

melngamati l prosels belrpelrkara dan pelrsi ldangan mellalui l el-court yang 

belrlangsung di l Pelngadi llan Agama Meltro. 

3. Dokumentasi  

Melrupakan pelngumpulan data delngan belntuk catatan, transki lp, surat 

kabar, buku, majalah selrta foto-foto kelgi latan. Dalam pelnelli lti lan i lnil hasill 

dokumelntasi l belrupa peldoman dan melkani lsmel pellaksanaan daril 
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pelrsi ldangan selcara ellelktroni lk, foto wawancara delngan i lnformani l, foto 

fasi lli ltas pelnunjang pellaksanaan apli lkasi l el-court dalam Pelraturan 

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dan dokume lntasil lailnnya yang 

be lrhubungan delngan pe lnelliltilan ilnil. 

 

D. Teknik Analisis Data 

Pada tahap i lni l yai ltu melngatur urutan hasi ll data yang di ldapatkan 

delngan keladaan suatu pola, katelgori l dan satuan urai lan belsar. Pelnelli ltil 

melmbuat delskri lpsi l dan melmaparkan data yang di ldapatkan pada wawancara 

yang selsuai l delngan elfelkti lvi ltas i lmplelmeltasi l pelraturan mahkamah agung nomor 

1 tahun 2019 telntang admi lni lstasi l dan pelrsi ldangan selcara elleltroni lk yai ltu 

melnggunakan apli lkasi l el-court di lpelngadi llan agama meltro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kota Metro Kelas I A Lampung  

1. Profil Pengadilan Agama Metro  

Pelngadi llan Agama Kota Meltro adalah badan pelradi llan Ilndonelsi la 

di lbawah Mahkamah Agung Relpubli lk Ilndonelsi la yang dalam tugas dan 

fungsi lnya melmi lli lki l vi lsi l melndukung Mahkamah Agung Relpubli lk Ilndonelsi la 

melwujudkan badan pelradi llan Ilndonelsi la yang Agung dan Keltua Pelngadi llan 

Agama Kota Meltro Kellas Il A yang saat i lni l adalah Dr. Drs. H Mahyuda. 

M.A. 

Kelwelnangan Pelngadi llan Agama Meltro melrupakan Pelngadi llan 

Ti lngkat Pelrtama yang belrtugas dan belrwelnang untuk melmelri lksa, melmutus, 

dan melnyellelsai lkan pelrkara – pelrkara di l ti lngkat pelrtama antara orang – 

orang yang belragama Ilslam di l bi ldang pelrkawi lnan, kelwari lsan, wasi lat dan 

hi lbah yang di llakukan belrdasarkan hukum Ilslam selrta waqaf, zakat, i lnfaq 

dan shadaqah selrta elkonomi l Syari l’ah selbagai lmana di l atur dalam Pasal 49 

undang-undang nomor 50 tahun 2009. Untuk mellaksanakan tugas pokok 

telrselbut, Pelngadi llan Agama Meltro melmpunyai l fungsi l selbagai l belri lkut :  

a. Melmbelri lkan pellayanan Telkhni ls Yusti lsi lal dan Admi lni lstrasi l 

Kelpani ltelraan bagi l pelrkara ti lngkat pelrtama selrta pelnyi ltaan dan elkselkusi l.  

b. Melmbelri lkan pellayanan di lbi ldang Admi lni lstrasi l Pelrkara bandi lng, Kasasi l, 

dan Pelni lnjauan Kelmbali l selrta Admi lni lstrasi l Pelradi llan lai lnnya.  
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c. Melmbelri lkan pellayanan admi lni lstrasi l umum pada selmua unsur di l 

Li lngkungan Pelngadi llan Agama Meltro.  

d. Melmbelri lkan keltelrangan, pelrti lmbangan dan nasi lhat telntang Hukum 

Ilslam pada i lnstansi l Pelmelri lntah di l daelrah Hukumnya apabi lla di lmi lnta.  

e. Melmbelri lkan pellayanan pelrmohonan pelrtolongan pelmbagi lan harta 

pelni lnggalan di l luar selngkelta antar orang – orang yang belragama Ilslam.  

f. Waarmelrki lng Akta Kelahli lwari lsan di lbawah tangan untuk pelngambi llan 

delposi lto / tabungan dan selbagai lnya.  

g. Mellaksanakan tugas-tugas pellayanan lai lnnya selpelrti l pelnyuluhan 

hukum, melmbelri lkan pelrti lmbangan hukum agama, pellayanan 

ri lselt/pelnelli lti lan, pelngawasan telrhadap advokat / pelnaselhat hukum dan 

selbagai lnya. 

Vi lsi l Pelngadi llan Agama Kota Meltro pun lelbilh di lpelrtajam lagi l yai ltu 

“Telrwujudnya Pelngadi llan Agama Kota Meltro yang Agung” 

2.  Misi Pengadilan Agama Kota Metro Kelas I A yaitu:  

e. Melnjaga Kelmandi lri lan Pelngadi llan Agama Kota Meltro,  

f. Melmbelri lkan Pellayanan Hukum yang belrkeladi llan bagi l pelncari l keladi llan,  

g. Melni lngkatkan kuali ltas kelpelmi lmpi lnan Pelngadi llan Agama Meltro,  

h. Melni lngkatkan kreldi lbi lli ltas dan transparansi l Pelngadi llan Agama Meltro 

Dalam melnjalankan tugas selhari l-hari l  

Pelngadi llan Agama Kota Meltro yang belralamat di l Jalan Stadi lon 24 B 

Teljo Agung Meltro Ti lmur Kota Meltro, Provi lnsi l Lampung. 
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3. Struktur Alur Pendaftan Perkara (PTSP) Pengadilan Agama Kota 

Metro  

Alur pendaftaran berperkara melalui Elektronik 
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Telntang tatacara alur pendaftaran perkara melalui elektronik di 

Pengadilan Agama Metro.
1
 

a. Pendaftaran Perkara (e-Filing) 

Pendaftaran perkara online dilakukan setelah terdaftar sebagai 

pengguna terdaftar dengan memilih Pengadilan Negeri, Pengadilan 

Agama, atau Pengadilan TUN yang sudah aktif melakukan pelayanan e-

Court. Semua berkas pendaftaran dikirim secara elektronik melalui 

aplikasi e-Court Makamah Agung RI. 

b. E-skum (Taksiran Panjar Biaya) 

Dengan melakukan pendaftaran perkara online melalui e-Court, 

Pendaftar akan secara otomatis mendapatkan Taksiran Panjar Biaya (e-

SKUM) dan Nomor Pembayaran (Virtual Account) yang dapat 

dibayarkan melalui saluran elektronik (Multi Channel) yang tersedia. 

c. Mendapatkan Nomor Perkara 

Pendaftaran Perkara melalui e-Court secara singkat tahapannya 

adalah Daftar (Mendapatkan Nomor Pendaftaran Online), Melengkapi 

Data Pihak, Upload Berkas Gugatan, Mendapatkan Taksiran Panjar 

Biaya Perkara (e-Skum), Melakukan Pembayaran, Menunggu Verifikasi 

dan Mendapatkan Nomor Perkara dari Pengadilan Tempat 

Mendaftarkan Perkara. 

 

 

                                                           
1
Website : pametro.co.id https://pa-metro.go.id/informasi-pengadilan 
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d. Pemanggilan Secara Online (e-Summons) 

Panggilan sidang dan Pemberitahuan Putusan disampaikan 

kepada para pihak melalui saluran elektronik ke alamat email para pihak 

serta informasi panggilan tersebut bisa dilihat pada aplikasi e-Court. 

e. Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lainnya 

Advokat selaku Pengguna Terdaftar dan Para Pencari Keadilan 

(Non-Advokat) selaku Pengguna Lainnya yang sudah terdaftar dapat 

beracara di seluruh Pengadilan yang sudah aktif dalam pemilihan saat 

mau mendaftar perkara baru. 

  

B. Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Melalui Elektronik Di 

Pengadilan Agama Metro  

 

Data Pendaftaran Melalui E-court Tahun 2019-2024 

No. Tahun 
Pendaftaran 

E-court Manual 

1.  2019 184 454 

2.  2020 995 35 

3.  2021 752 141 

4.  2022 637 133 

5.  2023 557 22 

6.  2024 99 10 
 

Hasil wawancara “bapak Zailnal Abildiln, S.H,M.H selbagail Paniltelra 

hasill dilpelrolelh dalam pelrkara yang dilajukan mellaluil el-court rata-rata selmua 

belrhasill daril tahun 2019 ada 184 pelrkara kenapa rendah karena tahun awal 

perma ini dikeluarkan masyarakat banyak belum paham, tahun 2020 ada 

995 pelrkara, tahun 2021 ada 752 pelrkara, tahun 2022 ada 637 pelrkara, 

tahun 2023 ada 422 pelrkara, tahun 2024 ada 99 pelrkara telntang nailk 
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turunnya jumlah pelrkara yang diltangangil mellaluil aplilkasil el-court sellama 5 

tahun dil Pelngadillan Agama Meltro. Kenaikan perndaftaran perkara melalui 

elektronik ini berjalan bertahap.” 

Perkara permohonan Eksekusi Hak Tanggungan Putusan Melalui 

E-court 

No Nomor Perkara Tanggal Register Status Perkara 

1. 2/Pdt.Eks/2024/PA.

Mt 

04 Maret 2024 Eksekusi Hak 

Tanggungan 

2

. 

3/Pdt.Eks/2024/PA.

Mt 

10 Juni 2024 Eksekusi Hak 

Tanggungan 

 

Hasil wawancara pada “nomor perkara 2/Pdt.Eks/2024/PA.Mt yaitu 

permohonan eksekusi hak tanggungan kepada PT. BPRS Metro Madani 

perkara ini yang pemohonan adalah nasabah tersebut atas kelalaian dalam 

tanggungan kepada nasabah perkara ini sudah selesai pada bulan maret. Lalu 

perkara nomor 3/Pdt.Eks/2024/PA.Mt kepada PT. PBRS Aman Syariah 

perkara ini yang pemohonan adalah nasabah tersebut namun perkara ini 

sedang berjalan belum tahap penyelesaian perkara.” 

 
Ilmple lme lntasil Admi lni lstrasil Pe lrkara Dan Pe lrsildangan Di l Pe lngadi llan Selcara 

Ellelktronilk Di l Li lngkungan Pe lradillan Umum di lmulail se ljak Mahkamah Agung 

Re lpublilk Ilndone lsila se lcara relsmi l me lri llils Aplilkasi l e l-court pada tanggal 13 julil 2019. 

Lahilrnya e l-court tildak te lrle lpas daril pe lraturan Mahkamah Agama Nomor 3 Tahun 

2018 telntang Admi lni lstrasil di l pelngadi llan selcara ellelktronilk dan sudah dilmulail 

sosilalilsasil be lsar-be lsaran. Pada 2019 awal mulaillah dilcabangkan mi lni lmal me lngajukan 

pe lrmohonan me llaluil e l-court. Seltahun belrjalan pada tanggal 6 Agustus 2019 pelrma 

Nomor 3 Tahun 2018 dilgantilkan de lngan pe lrma Nomor 1 Tahun 2019 telntang 

Admi lni lstrasil Pe lrkara Dan Pe lrsildangan selcara elle lktronilk, yai ltu (e l-liltilgatilon) 

be lrpelrkara daril mulai l pelndaftaran sampai l upaya hukum di llakukan selcara onlilnel 

de lngan Aplilkasil e l-court. Tujuan dilluncurkan aplilkasi l ilni l adalah untuk me lni lngkatkan 
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e lfelkti lvi ltas pelradillan dan me lncapail pe lradillan yang selde lrhana, celpat, dan bilaya 

rilngan.
2
 

Telrkailt i lmple lme lntasil pe lrma Nomor 1 Tahun 2019 Pelngadi llan Agama Me ltro, 

Bapak Jonil selbagai l  Haki lm me lnjellaskan  

“Pelngadi llan Agama seljak di lkelluarkan pelraturan Nomor 1 Tahun 

2019 sudah melmbelrlakukan pelrndaftaran pelrkara dan pelrsildangan 

selcara ellelktroni lk, untuk melmpelrmudah, lelbi lh helmat waktu dan lelbi lh 

ri lngan dalam belrpelrkara di l Pelngadi llan Agama meltro prelselntasel 

pelnggunaan pelndaftaran el-court lelbi lh banyak dari l Pelngadi llan Agama 

lampung, melrupakan 95% selmua pelrkara melnggunakan el-court di l 

Pelngadi llan Agama Meltro, dalam belrpelrkara ellelktroni lk atau el-court 

panggi llan pelrsi ldangan bi lsa mellalui l elmai ll atau bi lsa melnggunakan 

jurusilta melngantarkan selcara manual”. 
3
 

 
Admi lni lstrasil Pe lrkara Dan Pe lrsildangan Di l Pe lngadi llan Se lcara Ellelktronilk (e l-

court), me lmpunyai l belbe lrapa faktor ke lndala yang di ljellaskan olelh Bapak Eldy.R  

“Para pi lhak masi lh bellum melngelrti l telntang pelndaftaran pelrkara 

mellalui l ellelktroni lk atau el-court, banyak juga yang ti ldak melnggunakan 

Handphonel”. 
4
 

 
Be lbelrapa faktor kelndala dalam e l-court yang diljellaskan olelh Posbakum  

“Para pilhak telrkelndala yang bellum melmpunyai l elmai ll atau tildak 

melnggunakan Handphonel bi lsa melnggunakan handphonel sodara yang 

melmpunyai l Handphonel agar bilsa mellakukan pelndaftaran mellaluil 

ellelktroni lk atau el-court”.  
5
 

 
Untuk hasil wawancara pegawai PTSP  

 

“ibuk Restisari P. Menjelaskan bahwa perma nomor 1 tahun 2019 

tentang pedaftaran elektronik sudah sesuai dengan perma yang dikeluarkan 

oleh Mahkamah Agung. Lalu untuk kendala lebih ke sinyal dan juga 

padamnya listrik karena semua pendaftaran administrasi dan persidangan 

menggunakan komputer dikantor pengadilan agama metro, untuk 

pemanggilan semua menggunakan email melalui surat tugas dan melalui 

kantor pos, lalu untuk yang berperkara penggugat menggunakan panggilan 

                                                           
2
 Mas Juan Pratama Saragih,Teuku Yudi Afrizal,Herinawati. 2022.”implementasi Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi dan Persidangan dipengadlan 

Secara Elektronik” 
3
 Bapak Joni. Hakim. Tanggal 20 Februari 2024. PA Metro 

4
 Edy.R. Panitera. Tanggal 20 Februari 2024.PA Metro 

5
 Posbakum. Tanggal 20 Februari 2024. PA Metro 
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email dan tergugat pemanggilan secara manual. Untuk biaya perkara setiap 

berperkara untuk biaya biasanya otomatis semua sama pukul rata yaitu 

sebesar Rp. 665.000 melalui akun virtual Bank Syariah Indonesia (BSI) dan 

biaya ini tergantung berapa kali sidang pemanggilan melalui kantor pos 

biasanya sekali pemanggilan dikenakan biaya Rp. 16.000 jadi biaya perkara 

setiap orang berbeda-beda jika setelah selesai perkara yang diajukan ada sisa 

panjaran biaya yang telah dibayar akan secara otomatis akan dikembalikan 

kepada yang berperkara. nomor perkara 2/Pdt.Eks/2024/PA.Mt yaitu 

permohonan eksekusi hak tanggungan kepada PT. BPRS Metro Madani 

perkara ini yang pemohonan adalah nasabah tersebut atas kelalaian 

dalam tanggungan kepada nasabah perkara ini sudah selesai pada 

bulan maret. Lalu perkara nomor 3/Pdt.Eks/2024/PA.Mt kepada PT. 

PBRS Aman Syariah perkara ini yang pemohonan adalah nasabah 

tersebut namun perkara ini sedang berjalan belum tahap penyelesaian 

perkara”.
6
 

 

Untuk me lni llail elfelkti lf ti ldaknya i lmplelmelntasi l pelrma Nomor 1 Tahun 

2019, bapak Joni l melnjellaskan  

“Bahwa lelbi lh mudah melnggunakan el-court untuk pelrkara pelrdata 

karelna di lni llai l lelbi lh celpat, mudah, dan bi lsa melngadi lli l tanpa pelrlu 

belrsi ldang selpelrti l si ldang bi lasa. Kelmudi lan faktor pelndukung lai lnnya 

adalah masi lh telrgolong usi la muda selhi lngga dapat belradaptasil delngan 

gadgelt, teltapi l mungki ln belrbelda delngan yang lelbi lh selni lor karelna suli lt 

belradaptasi l”. 
7
 

 

Pellaksanaan pe lndaftaran pelrkara selcara ellelktroni lk (el-fi lli lng) 

Pe lndaftaran pelrkara selcara ellelktroni lk adalah melrupakan selrangkai lan 

prosels pelnelri lmaan gugatan atau pelrmohonan, kelbelratan/bantahan, 

pelrlawanan/i lntelrvelnsi l, jawaban, relpli lk, dupli lk, kelsi lmpulan, pelnelri lmaan upaya 

hukum, selrta pelngellolaan, pelnyampai lan dan pelnyi lmpanan dokumeln pelrkara 

pelrdata/pelrdata agama/tata usaha mi lli ltelr/tata usaha Nelgara delngan 

melnggunakan si lstelm ellelktroni lk yang belrlaku di l masi lng-masi lng li lngkungan 

pelradi llan. Melngelnai l pellaksanaan admi lni lstrasi l pelrkara ellelktroni lk.  

                                                           
6
 PTSP. Tanggal 29 Juni 2024. PA Metro 

7
 Bapak Joni. Hakim. Tanggal 20 Februari 2024. PA Metro 
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Bapak Jonil, melnjellaskan Pellaksanaan admi lni lstrasi l pelrkara selcara 

ellelktroni lk ada belbelrapa jelni ls layanan, yakni l pelndaftaran pelrkara selcara 

ellelktroni lk (el-Fi llli lng), keldua panggi llan selcara ellelktroni lk (el-Summons), kelti lga 

pelmbayaran selcara ellelktroni lk (el-Paymelnt), dan dokumeln ellelktroni lk. 

Pelngguna apli lkasi l el-Court di latur dalam Pasal 5 Pelrma Nomor 1 Tahun 

2019 yang selcara jellas melmbagi l 2 jelni ls pelngguna dan syarat melndaftar yai ltu 

pelngguna telrdaftar (advokat) dan Pelngguna lai ln yang melrupakan pelrorangan 

maupun badan hukum yang melmelnuhi l pelrsyaratan. Dalam pasal 7 ayat (1), 

Mahkamah Agung belrwelnang untuk melmvelri lfi lkasi l data, melngubahnya, 

bahkan melnghapus pelngguna telrdaftar atau pelngguna pelrorangan yang 

telrbukti l mellakukan pelnyalahgunaan. 

Untuk prosels relgi lstrasi l pelndaftaran pelrkara selcara ellelktroni lk di l 

Pelngadi llan Agama Meltro, Bapak Eldy.R melnjellaskan untuk relgi lstrasi l pelrkara 

selcara ellelktroni lk i lni l selpelrti l relgi lstrasi l pelrkara selpelrti l bi lasa, yakni l 

melngi lri lmkan gugatan atau pelrmohonan dan surat kuasa untuk yang melmakail 

kuasa mellalui l elmai ll di l apli lkasi l el-Court, kelmudi lan melmbayar panjar pelrkara 

dan melndapat nomor pelrkara. Seltellah i ltu, gugatan atau pelrmohonan di l pri lnt 

out kelmudi lan di l selrahkan kelpada Keltua Pelngadi llan Agama Meltro untuk 

sellanjutnya pelneltapan majelli ls haki lm, kelmudi lan seltellah pelneltapan majelli ls 

haki lm dillanjutkan pelneltapan hari l si ldang olelh majelli ls haki lm. Seltellah 

pelneltapan hari l si ldang kelluar, pani ltelra melnunjuk jurusi lta pelngganti l untuk 

mellakukan panggi llan. Untuk panggi llan yang di llakukan pelndaftarannya selcara 
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ellelktroni lk, panggi llannya di lki lri lmkan kel elmai ll mi lli lk pelnggugat atau pelmohon, 

dan belrupa panggi llan fi lsi lk untuk telrgugat atau telrmohon. 

Dalam mellaksanakan admi lnilstrasi l pelrkara yai ltu pelndaftaran di lmulai l 

delngan mellelngkapi l data pada laman pelrtama apli lkasi l el-Court selpelrti l surat 

kuasa dan gugatan. Kelmudi lan pelnggugat akan melndapatkan nomor 

pelmbayaran panjar pelrkara. Untuk jam pellayanan el-Court, telmuan pelnelli ltil 

bahwasanya di l Pelngadi llan Agama Meltro telrdapat satu melja el-Court yang 

mellayani l pada hari l kelrja dari l pukul 08.00 -16.00 WIlB, dan ji lka mellelwatil 

waktu maka di lprosels di l hari l kelrja belri lkutnya. Delngan adanya kelmudahan 

mellalui l pelrma i lni l, melnurut pelnelli lti l para pi lhak masi lh harus kel pelngadi llan 

untuk scan belrkas asli l, prosels pelndaftaran i lni l masi lh bellum parsi lal selcara 

ellelktroni lk. 

Pelmbayaran Pelrkara Selcara Ellelktroni lk 

Bapak Eldy.R melnjellaskan pelmbayaran pelrkara selcara ellelktroni lk, untuk 

pelmbayaran seltellah melnye llelsai lkan pelndaftaran awal melndapatkan el-SKUM 

belrupa vi lrtual codel yang akan di lgunakan saat melndaftar pelmbayaran panjar. 

el-SKUM dapat delngan mudah di lbayar mellalui l mobi llel banki lng, transfelr atm 

maupun i lntelrnelt banki lng, delngan cara i ltu maka ti ldak pelrlu kel kasi lr 

pelngadi llan.  

Tata cara pelmbayaran panjar bi laya pelrkara delngan vi lrtual account 

melmi llilki l tahapan di lmulai l seltellah pelrkara di ldaftarkan, melmbaca jumlah 

pelmbayaran bi laya pelrkara yang akan di lkelluarkan, kelmudi lan melnceltak el-

SKUM atau ri lnci lan bi laya pelrkara, melndapatkan vi lrtual account delngan bank 
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yang tellah melnjadi l melnjadi l mi ltra hukum dan mellakukan pelmbayaran yang 

di ltunjuk pada vilrtual account. Mi ltra bank yang di ltunjuk khusus Provi lnsil 

Lampung adalah Bank Syari lah Ilndonelsi la, dan pelmbayaran hanya belrlaku 

sellama 1x24 jam pelri lodel pelnagi lhan, ji lka pelngguna Seltellah pelri lodel 

pelmbayaran, pelndaftaran akan di lmulai l dari l awal. Telntang ri lnci lan belrbagai l 

bi laya, Bapak Eldy.R melngatakan bahwa bi laya panggi llan di lbelbankan kelpada 

para pi lhak belrdasarkan gelografi l dan radi lus telmpat ti lnggal atau telmpat ti lnggal 

para pi lhak.  

Pelmanggi llan Selcara Ellelktroni lk 

Tanpa pelrseltujuan telrgugat untuk panggi llan ellelktroni lk, el-Summons 

ti ldak dapat di ljalankan. Selrupa delngan Li lti lgasi l, telntunya tanpa pelrseltujuan 

para pi lhak dalam pelmanggi llan selcara ellelktroni lk, pelnyampai lan jawaban, 

relpli lk, dupli lk, saksil atau delngar pelndapat ahli l mellaluil meldi la ellelktroni lk 

hi lngga pelmbacaan kelputusan selcara ellelktroni lk dalam prosels pelradi llan telntu 

ti ldak dapat di llakukan. Hal i lni l selsuai l delngan Pasal 15 ayat (1) huruf bjo. Pasal 

20 Ayat (1) Pelrma Nomor 1 Tahun 2019 selcara i lmpli lsi lt melnsyaratkan 

pelrseltujuan Jurnal Illmi lah Mahasi lswa FH: Volumel V Nomor 2 (Apri ll, 2022) | 

59 para pi lhak dalam pelnggunaan surat panggi llan dan alat buktil. Bahkan, para 

pi lhak di lharuskan melngi lsi l dan melnandatangani l formuli lr “Pelrseltujuan para 

pi lhak untuk belracara ellelktroni lk”.  

Keltelrangan Bapak Eldy.R bahwa panggi llan kelpada pelnggugat/telrgugat 

di lki lri lmkan mellaluil el-mai ll yang sudah telrdaftar. Untuk telrmohon/telrdakwa, 

pelmanggi llan akan sellalu di lki lri lmkan kel alamat asal orang telrselbut belrdomi lsi llil, 
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selhi lngga pelmanggi llan di llakukan selcara manual telrlelbi lh dahulu. Pelmanggi llan 

i lni l dillakukan seltellah telrbelntuk majelli ls haki lm dan juga selbagai lmana 

di ltelntukan tanggal pelrsi ldangan yang di ljadwalkan. Untuk pelnggugat yang 

di lpanggi ll selcara onli lnel dan telrgugat masi lh mellakukan pelmanggi llan selcara 

manual sampai l ada kelselpakatan keldua bellah pi lhak antara pelnggugat dan 

telrgugat untuk belracara selcara ellelktroni lk. 

Pelrsi ldangan Selcara Ellelktroni lk 

Bapak Joni l, Sellaku Haki lm yang tellah melnggunakan pelrsi ldangan selcara 

ellelktroni lk/El-li lti lgasi l melnjellaskan telrkai lt pelnelrapan pelrsi ldangan selcara 

ellelktroni lk untuk pelrsi ldangan pelrtama, Pelnggugat dan Telrgugat hadi lr, 

kelmudi lan majelli ls hakilm melnanyakan telntang i ldelnti ltas masilng-masi lng pi lhak, 

kelmudi lan melmi lnta kelaslilan belrkas yang tellah di lupload, seltellah i ltu keltua 

majelli ls melnunda pelrsi ldangan untuk di llakukan meldi lasi l. 

Seltellah pelrsi ldangan pelrtama, Bapak Jonil seltellah pelrsi ldangan pelrtama 

di llakukan meldi lasi l olelh meldi lator selsuai l pelrma nomor 1 tahun 2016, kelmudi lan 

melnanyakan telrkai lt delngan hasi ll meldi lasi l, ji lka hasi llnya gagal maka hakilm 

teltap belrusaha melndamai lkan para pi lhak, seltellah melmbelri lkan pelrdamai lan dan 

ti ldak belrhasi ll maka majelli ls haki lm kelmudilan belrtanya untuk kelselpakatan 

apakah pelrsi ldangan di llakukan mellalui l el-Court atau selcara manual. 

Di ldalam Pelrma Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 24 ayat (1) melnjellaskan: 

“Dalam hal di lselpakati l para pi lhak, pelrsi ldangan pelmbukti lan delngan 

acara pelmelri lksaan saksi l dan atau ahli l dapat di llakukan delngan jarak jauh 
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mellalui l audi lo vi lsual yang melmungki lnkan selmua pi lhak dapat belrparti lsi lpasil 

dalam pelrsi ldangan” 

Dari l pasal i lni l dapat di lsi lmpulkan bahwa dalam pelrsi ldangan pelmbukti lan 

yang melmungki lnkan untuk di llakukan selcara ellelktroni lk adalah pelmelri lksaan 

saksi l dan atau saksi l ahli l delngan syarat dapat di lhadi lri l olelh selmua pi lhak. Untuk 

pelrkara pelrdata di lpelrlukan alat bukti l akta yang mana di l Ilndonelsi la bellum si lap 

untuk melngi lmplelmelntasi lkannya di lkarelnakan butuh ilnfrastruktur dan 

telknologi l yang bi lsa melmvelri lfi lkasi l belnar ti ldaknya alat bukti l akta telrselbut. 

Melngelnai l keltelrangan alat bukti l saksi l, pelmelri lksaan di llakukan selcara 

manual ji lka saksi l belrada di l wi llayah hukum pelngadi llan belrpelrkara. Jilka di lluar 

i ltu maka dillakukan delngan tellelconfelrelncel dari l pelngadi llan di l wi llayah hukum 

si l saksi l. 

Pada si ldang pelmbacaan putusan belracara delngan el-Court, Bapak Jonil 

melnjellaskan pelmbacaan putusan di lsampai lkan selpelrti l bi lasa dan di lki lri lm kel 

para pi lhak selcara ellelktroni lk walaupun tildak di lhadi lri l olelh para pi lhak dilanggap 

sah melnurut hukum acara ellelktroni lk. Sama selpelrti l acara bi lasa upaya hukum 

dapat di llakukan delngan batas waktu 14 hari l seltellah di lsampai lkan. 

Pellaksanaan pelmbacaan putusan dillakukan olelh majelli ls hakilm dan 

melngunggah dokumeln putusan mellalui l SIlPP yang tellah di lceltak dan 

di ltandatangani l olelh majelli ls mellalui l el-Court lalu melngi lri lmkan pelmbelri ltahuan 

kel para pi lhak. Untuk pelngambi llan putusan belntuk fi lsi lk dapat di lambi ll kel 
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pelngadi llan telmpat i la belrpelrkara dan harus melmbayar bi laya celtak selcara 

manual.
8
 

 

C. Analisis  

Belrdasarkan pelnelli lti lan di l atas, dapat di lkeltahui l telrhadap E lfelkti lvi ltas 

Ilmplelmelntasi l Pelraturan Mahkamah Agung Telntang Admi lni lstrasi l Pelrkara Dan 

Pelrsi ldangan Sengketa Ekonomi Syariah Selcara Ellelktroni lk Di l Pelngadi llan 

Agama Meltro seljak di lkelluarkan pelraturan Nomor 1 Tahun 2019 sudah 

melmbelrlakukan pelrndaftaran pelrkara dan pelrsi ldangan selcara ellelktroni lk, 

untuk melmpelrmudah, lelbi lh helmat waktu dan lelbi lh ri lngan dalam belrpelrkara dil 

Pelngadi llan Agama meltro prelselntasel pelnggunaan pelndaftaran el-court lelbilh 

banyak dari l Pelngadi llan Agama lampung, melrupakan 95% selmua pelrkara 

melnggunakan el-court di l Pelngadi llan Agama Meltro, dalam belrpelrkara 

ellelktroni lk atau el-court panggi llan pelrsi ldangan bi lsa mellalui l elmai ll atau bi lsa 

melnggunakan jurusi lta melngantarkan selcara manual. 

Relgi lstrasi l pelndaftaran pelrkara selcara ellelktroni lk di l Pelngadi llan Agama 

Meltro Pellaksanaan admi lni lstrasi l pelrkara selcara ellelktronilk ada belbelrapa je lni ls 

layanan, yakni l pelndaftaran pelrkara selcara ellelktronilk (el-Fi llli lng), keldua 

panggi llan selcara ellelktroni lk (el-Summons), kelti lga pelmbayaran se lcara 

ellelktronilk (el-Payme lnt), dan dokumeln ellelktroni lk. 

 

                                                           
8
 Mas juan pratama saragih, teuku yudi afrizal, herinawati.2022.”implementasi peraturan 

mahkamah agung nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi dan persidangan dipengadlan secara 

elektronik” 
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Panggi llan kelpada pelnggugat/telrgugat di lki lri lmkan mellalui l el-mai ll yang 

sudah telrdaftar. Untuk telrmohon/telrdakwa, pelmanggi llan akan sellalu 

di lki lri lmkan kel alamat asal orang telrselbut belrdomi lsilli l, selhi lngga pelmanggi llan 

di llakukan selcara manual telrlelbi lh dahulu. Pelmanggi llan i lni l di llakukan seltellah 

telrbelntuk majelli ls haki lm dan juga selbagai lmana di ltelntukan tanggal pelrsi ldangan 

yang di ljadwalkan. Untuk pelnggugat yang di lpanggi ll selcara onli lnel dan telrgugat 

masi lh mellakukan pelmanggi llan selcara manual sampai l ada kelselpakatan keldua 

bellah pi lhak antara pelnggugat dan telrgugat untuk belracara selcara ellelktroni lk. 

Untuk biaya perkara setiap berperkara untuk biaya biasanya otomatis semua 

sama pukul rata yaitu sebesar Rp. 665.000 melalui akun virtual Bank Syariah 

Indonesia (BSI) dan biaya ini tergantung berapa kali sidang pemanggilan 

melalui kantor pos biasanya sekali pemanggilan dikenakan biaya Rp. 16.000 

jadi biaya perkara setiap orang berbeda-beda jika setelah selesai perkara yang 

diajukan ada sisa panjaran biaya yang telah dibayar akan secara otomatis akan 

dikembalikan kepada yang berperkara 

Pelrsi ldangan pelmbukti lan delngan acara pelmelri lksaan saksi l dan atau ahli l 

dapat di llakukan delngan jarak jauh mellalui l audi lo vi lsual yang melmungki lnkan 

selmua pi lhak dapat belrparti lsi lpasi l dalam pelrsi ldangan Melngelnai l keltelrangan alat 

bukti l saksi l, pelmelri lksaan di llakukan selcara manual ji lka saksi l belrada di l wi llayah 

hukum pelngadi llan belrpelrkara. Jilka di lluar i ltu maka di llakukan delngan 

tellelconfelrelncel dari l pelngadi llan di l wi llayah hukum si l saksi l. 

Dapat di l si lmpulkan bahwa Elfelkti lvi ltas Ilmplelmelntasi l Pelraturan 

Mahkamah Agung Telntang Admi lni lstrasi l Pelrkara dan Pelrsi ldangan Sengketa 
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Ekonomi Syariah selcara Ellelktroni lk di l Pelngadi llan Agama Meltro sudah elfelkti lf 

hal i lni l di lbukti lkan berjalannya penyelesaian sengketa permohonan eksekusi 

hak tanggungan. 

 

 

 

 

 

  



 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Mahkamah Agung melngelluarkan Pelraturan telntang Admi lni lstrasil 

Pelrkara dan Pelrsi ldangan Sengketa Ekonomi Syariah di l Pelngadi llan Selcara 

Ellelktroni lk. Delngan pelraturan telrselbut nanti lnya prosels pelradi llan dapat 

di llakukan selcara onli lnel mellalui l apli lkasi lel-Li lti lgasi l. Ilmplelmelntasi l Pelrma 

Nomor 1 Tahun 2019, delngan apli lkasi l el-Li lti lgasi l melrupakan kellanjutan dari l el-

court yang di lbelrlakukan untuk pelrkara pelrdata,pelrdata agama,tata usaha 

mi lliltelr,tata usaha nelgara. Pada si lstelm el-court selbellumnya, si lstelm ellelktroni lk 

atau onli lnel hanya di llakukan pada admi lni lstrasi l nelgara atau pelndaftaran. 

 Belrdasarkan hasi ll pelnelli lti lan dan anali lsi ls yang tellah di llakukan, dapat dil 

si lmpulkan bahwa Elfelkti lviltas Ilmplelmelntasi l Pelraturan Mahkamah Agung 

Telntang Admi lni lstrasi l Pelrkara dan Pelrsi ldangan Sengkets Ekonomi Syariah 

selcara Ellelktroni lk di l Pelngadi llan Agama Meltro sudah elfelkti lf hal i lni l di lbukti lkan 

berjalannya penyelesaian sengketa permohonan eksekusi hak tanggungan.  

Kelmudi lan faktor pelndukung lai lnnya adalah masi lh telrgolong usi la muda 

selhi lngga dapat belradaptasi l delngan gadgelt, teltapi l mungki ln belrbelda delngan 

yang lelbi lh selni lor karelna suli lt belradaptasi l dan untuk pellaksanaan el-court dil 

pelngadi llan agama meltro seljak di lkelluarkan pelraturan Nomor 1 Tahun 2019 

sudah melmbelrlakukan pelrndaftaran pelrkara dan pelrsi ldangan selcara 

ellelktroni lk, untuk melmpelrmudah, lelbi lh helmat waktu dan lelbi lh ri lngan dalam 

belrpelrkara di l Pelngadi llan Agama meltro prelselntasel pelnggunaan pelndaftaran el-
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court lelbi lh banyak dari l Pelngadi llan Agama lampung, melrupakan 95% selmua 

pelrkara melnggunakan el-court di l Pelngadi llan Agama Meltro, dalam belrpelrkara 

ellelktroni lk atau el-court panggi llan pelrsi ldangan bi lsa mellalui l elmai ll atau bi lsa 

melnggunakan jurusi lta.  

 

B. Saran 

1. Pelngadi llan Agama helndaknya mellakukan sosi lali lsasi l lelbi lh aktilf lagi l. 

Sosilali lsasi l dapat di llakukan delngan sosi lal meldi la, atau bi lsa delngan banelr 

ajakan dan eldukasi l telntang Pelraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 

2019. Supaya selmua kalangan di l masyarakat dapat melngeltahui l dan paham 

akan pelraturan i lni l. 

2. Bagi l masyarakat pelncari l keladi llan supaya melngelmbangkan di lri lnya dan 

bellajar akan telknologi l. Supaya ti ldak telrti lnggal delngan pelrkelmbangan 

zaman modelrn. Kelmudi lan apabi lla melndapati l kelndala atau ada selsuatu 

yang kurang melngelrti l telntang pellayanan selcara ellelktroni lk, dapat belrtanya 

kel peltugas di l Pelngadi llan Agama. 
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